
GUBERNURJAWATENGAH 

PERATURAN DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH 

NOMOR 7 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENCABUTAN BEBERAPA KETENTUAN DALAM PERATURAN DAERAH 
PROVINS! JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG 

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 
DI PROVINS! JAWA TENGAH 

DENG AN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan 
Pulau-Pulau Kecil, telah diundangkan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Di 
Provinsi Jawa Tengah; 

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 
Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil telah dinyatakan 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dengan 
putusannya Nomor 3/PUU-VIII/2010 tanggal 9 Juni 
2011, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh 
karena itu perlu dicabut; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan 
Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa 
Tengah; 

I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 



2. Undang-Undang Nomor IO Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan 
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86- 
92); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 
Nomor 61 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 83); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH 

dan 

GUBERNUR JAWA TENGAH 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA 
KETENTUAN DALAM PERATURAN DAERAH PROVINS! JAWA 
TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN 
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINS! 
JAWA TENGAH 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Di 
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 24) 
se bagai beriku t: 



a. Pasal 1 angka 6 dan angka 30; 

b. Pasal 8 ayat (2) dan ayat (6); 

c. Pasal 20 ayat (3); 

d. Pasal 26 ayat (2); 

e. Pasal 55 ayat (2); 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 2 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi .Jawa 
Tengah. 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 15 Oktober 2018 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

ltd 

GANJAR PRANOWO 
Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 15 Oktooer 2'.)1!., 
SEKRETARIS DAERAH PROVINS! 

JAWA TENGAH, 

ttd 

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO 

LEMBARAN DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 7 
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH: 7-240/2018 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH 

NOMOR 7 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENCABUTAN BEBERAPA KETENTUAN DALAM PERATURAN DAERAH 
PROVINS! JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG 

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 
DI PROVINS! JAWA TENGAH 

I. UMUM 

Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai Rahmat Tuhan 
Yang Maha Esa wajib dikelola secara bertanggungjawab, dengan 
melibatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam menjaga 
keseimbangan ekosistem didalamnya agar dapat dimanfaatkan secara 
berdaya guna, berhasil guna, berkelanjutan bagi generasi sekarang 
maupun mendatang untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Jawa Tengah 
belum sepenuhnya didasarkan pada asas Pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-pulau Kecil dan keseimbangan pengelolaan antara wilayah 
pesisir utara dan pesisir selatan sehingga belum dapat memberikan 
manfaat yang optimal dan berkeadilan bagi pengembangan ekonomi, 
sosial, budaya dan keanekaragaman hayati, serta menimbulkan tekanan 
berat dan degradasi sumber daya, sehingga diperlukan adanya 
pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 

Dalam rangka meberikan kepastian hukum pengelolaan wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil di Jawa Tengah, telah diundangkan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa 
Tengah yang disusun dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 
27 Tahun 2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU 
Vlll/2010 tanggal 9 Juni 2011, telah dinyatakan Pasal 1 angka 18, Pasal 
16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 
ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71 serta 
Pasal 75 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bertentangan dengan Undang 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak 
mempunyai kekuatan mengikat. 

Akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, maka 
beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
sebagaimana tersebut di atas sudah tidak mempunyai kekuatan hukum 



mengikat khususnya mengenai pengaturan Hak Pengelolaan Wilayah 
Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, sehingga per-lu dilakukan pencabutan. 

Sehubungan dengan ha! tersebut, maka dipandang perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan 
Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 
Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi 
Jawa Tengah. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup Jelas 

Pasal 2 
Cukup Jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH NOMOR 100 


